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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

 
NOMOR 15 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 52 TAHUN 2001 

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI DOKUMEN LELANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIREBON, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (12) Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada setiap tahapan proses 
pemilihan penyedia barang / jasa, pengguna barang / jasa / panitia / 
pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun 
kepada penyedia barang / jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen 
pengadaan. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 
52 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengganti Dokumen Lelang perlu 
dicabut; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
maka pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 
2001 tentang Retribusi Pengganti Dokumen Lelang perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048);  

 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  
 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330);  

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2007 Nomor 36 Seri D.22). 

Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 

dan 
BUPATI CIREBON 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN CIREBON NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI 
PENGGANTI DOKUMEN LELANG. 

 
Pasal 1 

 
Dengan Peraturan Daerah ini, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Pengganti Dokumen Lelang. 
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Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon. 
 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 25 Juni 2009 
 
BUPATI CIREBON, 
 

TTD 
 
  DEDI SUPARDI 
 

 
Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 16 September 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 
 
 
 
 
 
 

      NUR RIYAMAN NOVIANTO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR  15  SERI B.1 

 


